
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 61 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1095 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) UNTUK BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan
Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-
GU) Untuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010
Nomor 18 Seri A) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2011 Nomor 16 Seri A);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) UNTUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
selaku pengguna anggaran;

31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun
2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri A)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
939 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
Nomor 49 Seri A);
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2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya;

3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian  tugas dan fungsi SKPD;

4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada SKPD;

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

7. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

BAB II
KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan (UP) adalah 1/12 dari pagu
anggaran belanja langsung setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran
yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung (LS)
dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6

BAB III
PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

(1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP);
(2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun;
(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-UP;
b. Ringkasan SPP-UP;
c. Rincian SPP-UP;
d. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
e. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

(1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dipakai, dengan ketentuan :
a. dana Uang Persediaan (UP) yang dipergunakan telah mencapai

sekurang-kurangnya 50 %;
b. dana Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan sebagaimana

tersebut pada huruf a, sudah dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. apabila sampai dengan akhir bulan berkenaan penggunaan
UP/GU belum mencapai 50 % sebagaimana tersebut pada huruf
a, maka SKPD dapat pengajuan SPP-GU sebesar belanja yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat Pengantar SPP-GU;
b. Ringkasan SPP-GU;
c. Laporan Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
d. Bukti Transaksi yang sah dan lengkap (bendel SPJ lembar ke-2)

atas penggunaan dana;
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e. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);dan
f. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain
ganti uang persediaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-10-2011
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 61 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19600519 19810 1 001

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-10-2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
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